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ABSTRACT

Regarding the implementation effort in the preliminary agreement PT.Pengelola Housing Pandan Harum Tamara , both first -party and second party has been trying to implement the rights and obligations of each . Preliminary agreement regarding the sale of the house in general , based on Article 1338 of the Civil Code which states " All approvals are made legally valid as the law for those who make agreements that can not be reimbursed in addition to the agreement of both parties , or for the reasons stated by the law enough for the agreements to be implemented in good faith . Then the particulars of preliminary agreements stipulated in the Decree of the Minister of Housing Number : 09/KPTS/M/1995 on Guidelines for Sale and Purchase Homes In The Decree does not explicitly mention the definition of the preliminary agreement , but it can only be concluded that the preliminary agreement is agreements made before the house was completed.
BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul
    Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. 
Sebagai negara.Yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Hakekatnya pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Prolegnas adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar,  tujuan dan pedoman pembangunan nasional.  Pembangunan nasional dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. 


Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhanpun akan semakin meningkat pula. Dalam rangka penuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan memegang peranan penting. Pembangunan tersebut mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, dan sebagainya. 


Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakan jati diri. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan rumah hanya dapat dilakukan diatas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan perumahan dan permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang dan sesuai dengan rencana tata ruang, suatu wilayah permukiman ditetapkan sebagai kawasan siap bangun yang dilengkapi jaringan prasarana primer dan sekunder lindungan. Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman mendorong dan memperkukuh demokrasi ekonomi serta memberikan kesempatan yang sama dan saling menunjang antara badan usaha negara, koperasi, dan swasta berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembangunan di bidang perumahan dan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat unutk berperan serta. Disamping usaha peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman perlu diwujudkan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolanya. Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan permukiman, Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam wujud pengaturan dan pembinaan, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait antara lain tata ruang, pertahanan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstuksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia serta peraturan perundang-undangan.
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjalin perlindungan hak-hak atas tanah yang dimiliki pemilik tanah, dalam pelepasan hak atas tanah didasarkan pada asas kesepakatan, memberikan landasan bagi setiap kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman untuk terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan bagi pembangunan perumahan dan permukiman yang pada hakikatnya sangat kompleks dan bersifat multidimensional serta multisektoral, perlu ditangani secara terpadu melalui koordinasi yang berjenjang disetiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata ruang. Di samping itu, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juga memberikan landasan bagi pembinaan perangkat kelembagaan di daerah dalam rangka penyerahan urusan pemerintahan didaerah dengan pelaksanaan ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat  pada daerah tingkat I. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Kota memberikan landasan bagi pembinaan penyuluhan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah perdesaan dalam rangka mendorong dan menggerakan usaha bersama  masyarakat secara swadaya. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Linhkungan Hidup memberikan landasan bagi kewajiban melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman, sejalan dengan kewajiban setiap orang  atau badan yang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau perumahan untuk memenuhi persyaratan teknis, ekologis, dan administratif.
Selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga, perumahan juga merupakan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkup terbatas. Penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan dan sebagainya, dimaksudkan agar lingkungan tersebut akan merupakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta dapat berfungsi sebagaimana diharapkan.

Di dalam penjelasan Undang-undang no 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang dimaksud Permukiman tersebut mempunyai lingkup tertentu yaitu kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna berhasil guna.
Satuan lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tertentu, yang dilengkapi dengan sistem prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja terbatas dan dengan penataan ruang yang terencana dan teratur sehingga memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal.
Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuniannya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah. Pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana lingkungannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas hubungan status rumah dan tanah. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, dan ketenteraman baik dalam pembangunan rumah maupun dalam pemanfaatannya.
PT. Pengembang Pandan Harum  merupakan salah satu pengembang perumahan di Samarinda yang memperhatikan masalah perumahan seperti tersebut diatas. Hal ini telah terbukti pada perumahan-perumahan yang telah terbukti pada perumahan-perumahan yang telah dibangun oleh PT. Pengembang Pandan Harum  yang memperhatikan sarana dan prasarana penunjangnya, seperti masjid, sarana olah raga, folder sebagai bak menampung air dan lain-lain yang merupakan sarana umum.
Oleh karena itu perumahan yang dibangun oleh PT. Pengembang Pandan Harum  mendapat banyak peminat. Sering setelah menetapkan perencanaan pembangunan perumahan di suatu wilayah, walaupun perumahan itu sendiri belum dibangun sudah habis dipesan oleh masyarakat.

Keadaan tersebut dimana pembeli telah melakukan pemesanan padahal rumah dibangun akan berpotensi menimbulkan permasalahan antara penjual  dengan pembeli, antara penjual dengan pembeli, antara lain batalnya pembelian, bangunan tidak sesuai dengan basteknya, ukuran tanah berbeda, uang muka tidak sesuai dengan rencana pembayarann yang telah  disepakati.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi : BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENDAHULUAN PELAKSANAAN JUAL BELI RUMAH PADA PENGELOLA PERUMAHAN PANDAN HARUM.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.
Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Wanprestasi dan Upaya Penyelesaiannya ?  
2. Bagaimana Resiko dalam Perjanjian Jual Beli Rumah ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Penyusun ingin mengetahui tentang upaya pelaksanaan perjanjian pendahuluan di PT. Pengembang Pandan Harum .

2. Penulis ingin mengetahui tentang upaya penyelesaian yang ditempuh dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pendahuluan antara PT. Pengembang Pandan Harum  dengan pembeli.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di PT. Pengembang Pandan Harum  Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Yuridis Normatif
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Yuridis Sosiologis (Empiris)
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang pelaksanaan surat warisan dalam pembagian harta warisan menurut hukum perdata BW.

Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
E. Sistematika Penulisan 
Di dalam sistematika pembahasan ini, penulisan akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang menjadi permasalahan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari sebagai berikut : Alasan Pemilihan Judul; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Perumusan dan Pembatasan Masalah; Metode dan Teknik Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.

Isi Bab I Pendahuluan ini memuat garis-garis besar pembahasan skripsi, yang mana penulis maksudkan agar dapat diperoleh gambaran mengenai jalan pikiran penulisan dan kiranya mempermudah dalam hal memahami isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORITIS , yang berisi sebagai berikut : Pengertian Perjanjian; Saat Terjadinya Perjanjian; Asas-asas Hukum Perjanjian; Perjanjian Pendahuluan; Perjanjian Pendahuluan dalam Pelaksanaan Jual Beli Rumah pada Pengembang Perumahan Pandan Harum 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Hal ini merupakan suatu jawaban atas adanya permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang terurai dalam bab sebelumnya, hal mana terlihat adanya kesenjangan antara teori dan prakteknya.

Untuk itu melalui Bab III ini, penulis akan menguraikan antara lain :Masalah  Wanprestasi Jual Beli Rumah;dan Soal Risiko dalam Perjanjian Jual Beli Rumah. 

Selanjutnya, pada BAB IV Penutup, akan penulis sajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Kemudian tak lupa penulis akan mencoba untuk memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kemampuan yang ada.
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Masalah Bentuk Wanprestasi Jual Beli Rumah dan Upaya Penyelesaiannya. 


Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pendahuluan pembelian rumah antara PT. Pengembang Pandan Harum  dengan konsumen adalah sebagai berikut :


a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembelian Rumah


b. Pembatalan Pembelian Rumah.


c. Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Rumah.

             Menggenai, Wanprestasi Dan Akibat-akibatnya,Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk Istilah lain dari wanprestasi antara lain, tidak dipenuhinya kewajiban, ingkar janji, cidera janji.
          Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak yang seharusnya berprestasi (debitur) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan, padahal debitur telah diberikan peringatan untuk melaksanakan kewajiban. Peringatan tersebut sering disebut dengan penetapan ialah atau somasi.

      Menurut Subekti wanprestasi (kalalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam.

      1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

  3.  Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

  4.  Melakukan  sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.9)
  

Adapun Upaya Penyelesaian Yang Dipergunakan Para Pihak apabila wanprestasi. 
              Uang muka yang harus dibayar oleh konsumen agar rumah yang dipesan bisa dibangun adalah sebesar 40% dari harga rumah yang bisa diangsur 3 sampai 4 kali.


         Adakalanya konsumen walaupun sudah berusaha tetapi masih tetapi saja terlambat dalam membayar angsuran uang muka pembelian rumah seperti yang telah diperjanjikan dalam perjajnjian pendahuluan.



Seperti konsumen melakukan keterlambatan pembayaran atau bahkan melakukan pembatan pembelian rumah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

       a.Apabila perjanjian pendahuluan batal, untuk rumah yang belum 
___________________

9)  R. Subekti,Op,Cit.Hal.45 

 dibangun pihak kedua (konsumen) dikenakan denda sebesar 5%     (lima prosen) dari harga rumah.
        b.Sedangkan apabila rumah sudah dia bangun, pihak kedua dikenkan denda sebesar 10%(sepuluh prosen) dari total harga rumah, dengan alasan pihak developer harus menanggung risiko investasi yang mengangur yang berupa bangunan rumah yang dipesan oleh konsumen yang bersangkutan, yang belum tentu konsumen baru cocok dengan desain rumah konsumen yang melakukan pembatalan dan juga harus menanggung waktu yang belum dapat ditentukan.

        c.Dalam hal pihak kedua terlambat dalam melakukan kewajiban, yaitu membayar cicilan harga rumah, maka sebelum pihak pertama memutuskan bahwa pihak kedua wanprestasi, pihak pertama terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada pihak kedua sampai dengan 3x (tiga kali). Apabila sudah 3x (tiga kali) diberikan peringatan tetapi pihak kedua tidak mengindahkannya, maka pihak pertama berhak memutuskan bahwa pihak kedua melakukan wanprestasi dan berhak meminta penyelesaian menurut perjanjian hukum.

Apabila jumlah angsuran yang telah disetor telah melebihi jumlah nilai kerugian yang harus dibayar oleh pembeli maka PT. Pengembang Pandan Harum  berkewajiban mengembalikan sisanya disertai perincian perhitungan pembayaran yang telah dibayar beserta perincian ganti rugi yang harus dibayar dan berapa yang harus dikembalikan.


   Sedangkan apabila jumlah angsuran yang telah dibayar belum mencukupi nilai kerugian yang harus dibayar, maka pembeli wajib menambah smpai nilai tersebut mencukupi nilai kerugian yang harus dibayaran.

    .  d.Dalam hal konsumen membatalkan pembelian rumah, maka konsumen tersebut harus membuat surat pernyataan pembatalan pembelian rumah seperti seorang konsumen PT. Pengembang Pandan Harum  berikkut :


   Pada hari sabtu tanggal dua puluh dua Peberuari tahun dua ribu tiga (22-02-2003), yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a           : Drs. Irianasyah


Alamat             : Jl. Kadrie Oening No. 18 Samarinda


Yang selanjut disebut sebagai pihak Kesatu.


N a m a              : Drs. Ipong Muchlison

Jabatan               :  Direktur PT. Pengembang Pandan Harum .


Alamat                : Jln. Kadrie oening Rt. 19 Samarinda 

Dalam hal ini bertindak dalam keddudukannya untuk dan atas nama PT. Pengembang Pandan Harum , yang selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua.



   
Dikarenakan kami sebagai pihak Kesatu tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pembeli, seperti yang tercantum dalam Surat Perikatan Jual Beli, Nomor.II/SPJB/AGA/PP/VI/2000, tertanggal 10 Juni 2002 dan kami juga telah wanprestasi/ingkar janji terhadap surat pernyataan kami kepada Pengembang Perumahan Pandan Harum  tertanggal 9 Januari 2003 maka dengan ini kami menyatakan kepada pihak kedua bahwa kami membatalkan kontrak Perjanjian jual beli rumah kapling 04. Tipe 80/190 yang terletak di Perumahan Pandan Harum .



Terhadap pernyataan tersebut pihak kedua menerima baik pernyataan oleh pihak kesatu.




Dengan pernyataan ini segera mengosongkan/meninggalkan rumah seperti tersebut diatas paling lambat hari sabtu tanggal 08 Maret 2003.




Mengenai perhitungan dan pengembalian uang kami yang sudah kami bayarkan kepada PT. Pengembang Pandan Harum  akan kami bicarakan diluar pernyataan ini.


            Demikian surat pernyataan ini, kami buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan kami siap mempertanggungjawabkan pernyataan kami di muka hukum.

     e.  Dalam hal pihak Pertama melakukan keterlambatan Penyelesaia Pembangunan Rumah, maka sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pihak Pertama dikenakan denda keterlambatan pembangunan rumah sebesar 2% tiap hari keterlambatan yang juga dihitung dari jumlah harga rumah.
B. Soal Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah.


   Sudah disinggung pada Bab II bahwa selama belum diserahkan (dilever), mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih 
harus dipikul oleh penjual yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.



Sedangkan Pasal 1460 KUH Perdata menyatakan  bahwa Jika kebendaan yng dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahaannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya



Namun, sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung dengan surat edarannya Nomor 3 Tahun 1963 telah menyatakan beberapa pasal dari B.W. tidak berlaku lagi, antara lain pasal 1460 tersebut. Dengan demikian maka risiko  jual beli, selama barang belum diserahkan merupakan tanggung jawab penjual.


Demikian pula dalam jual beli rumah, berdasarkan Pasal 1460 KUH Perdata dan SEMA Nomor.3 risiko yang terjadi sebelum rumah diserahkan merupakan tanggung jawab penjual, dalam hal ini adalah PT. Pengembang Pandan Harum ,

BAB III
A. Kesimpulan


     Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa :

  1. Mengenai upaya pelaksanaan perjanjian pendahuluan di PT.Pengelola Perumahan Pandan Harum Tamara ini, baik pihak Pertama  maupun pihak kedua sudah berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Mengenai perjanjian pendahuluan dalam jual beli rumah ini secara umum berdasar pada pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian secara khusus mengenai  perjanjian pendahuluan diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat  Nomor : 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah Dalam Keputusan Menteri tersebut memang tidak secara ekplisit disebutkan definisi dari perjanjian pendahuluan, tetapi hanya dapat disimpulkan bahwa perjanjian pendahuluan adalah perjanjian yang dibuat sebelum rumah selesai dibangun.
   2.   Upaya penyelesaian yang ditempuh dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pendahuluan antara PT.Pengembangh Perumahan Pandan Harum dengan pembeli adalah sebagai berikut :

           a. Apabila perjanjian pendahuluan batal, untuk rumah yang belum dibangun, pihak kedua (konsumen) dikenakan denda sebesar 5% (lima prosen) dari harga rumah.
           b. Sedangkan apabila rumah sudah dia bangun, pihak kedua dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh prosen) dari total harga rumah.

           c. Dalam hal pihak kedua terlambat dalam melakukan kewajibannya, yaitu membayar cicilan harga rumah, maka sebelum pihak pertama memutuskan bahwa pihak kedua wanprestasi, pihak pertama terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada pihak kedua sampai dengan 3x (tiga kali). Apabila sudah 3x (tiga kali) diberikan peringatan tetapi pihak kedua tidak mengindahkannya, maka pihak pertama berhak memutuskan dan menyatakan bahwa pihak kedua melakukan wanprestasi dan berhak meminta penyelesaian menurut perjanjian/hukum.

       d. Dalam hal konsumen membatalkan pembelian rumah, maka konsumen tersebut harus membuat surat pernyataan pembatalan pembelian rumah tersebut.

B.  Saran-Saran.

         1. Karena masalah wanprestasi merupakan masalah yang penting, maka para pihak hendaknya mengatur masalah wanprestasi secara tegas dan jelas dalam perjanjan, agar terdapat kepastian hukum yang berlaku bagi para pihak itu sendiri.

        2. Pengembang perumahan khususnya PT. Pengembang Pandan Harum  dalam   melaksanakan perjanjian pendahuluan hendaknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati.
        3.  Bagi konsumen agar dalam pembayarn  angsuran uang muka pembelian rumah, hendaknya dimana yang akan datang jangan sampai terlambat lagi.
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